
 

SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana 
Desa diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa 
Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017, Nomor 1955); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 116); 

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2014, Nomor 43), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 10); 

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23); 

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2019 Nomor 25); 

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2020 Nomor 61); 

18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 75). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA 
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dan i penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dan i Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa. 
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BAB II 
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN 

EVALUASI 

Pasal 2 

(1) ADD didasarkan atas alokasi Dana Perimbangan yang 
diterima Kabupaten Kotawaringin Barat setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 
Rp.68.858.397.000,00 (enam puluh delapan milyar 
delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus 
sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan 
kepada setiap Desa; 

(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan berdasarkan azas merata dan adil. 

(5) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan menggunakan 
formula sebagai berikut : 

ADDx = ADDM + ADDPx 

Keterangan : 

ADDx : ADD untuk setiap Desa 

ADDM : ADD Minimal yang diterima Desa 

ADDPx : ADD Proporsional untuk setiap Desa 

Pasal 3 

(1) Azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(4) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap 
desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM) 
yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) 
dan i total pagu ADD; 

(2) ADDM untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dihitung berdasarkan ADDM dibagi dengan 
jumlah Desa; 

(3) Azas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 
adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara 
proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot 
desa yang dihitung berdasarkan variabel jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan 
geografis/ tingkat keterjangkauan, jumlah lembaga 
kemasyarakatan dan realisasi pembayaran pajak bumi 
dan bangunan, yang selanjutnya disebut ADD 
Proporsional (ADDP) yang ditetapkan sebesar 40% 
(empat puluh perseratus) dan i total pagu ADD; 
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(4) ADDP untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dihitung dengan menggunakan formula sebagai 
berikut : 

ADDPx = BD. x ADDP 

Keterangan : 

ADDPx : ADD Proporsional untuk setiap Desa 

BDx : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa 

ADDP : Pagu ADD Proporsional 

(5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
didasarkan atas data bobot Desa dan i Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Pasal 4 

(1) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

(2) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kertas kerja perhitungan ADD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

Pasal 5 

(1) Besaran ADD yang diterima Desa dipergunakan untuk: 

a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa; 

b. Operasional Pemerintah Desa; 

c. Tunjangan dan operasional BPD; 

d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 

e. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e berpedoman pada prioritas penggunaan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 6 

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui 
Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APB Desa. 
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BAB III 
PENYALURAN, PELAPORAN 

DAN SANKSI 

Pasal 7 

(1) Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara 
bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang 
diterima oleh pemerintah daerah. 

(2) Jenis dana perimbangan dan tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara bulanan. 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber 
Daya Alam dilaksanakan secara triwulanan, yaitu : 

1. Triwulan I paling cepat bulan April; 

2. Triwulan II paling cepat bulan Juli; 

3. Triwulan III paling cepat bulan September; dan 

4. Triwulan IV pada bulan Desember. 

(3) Tahapan Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana 
perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a kepada masing-masing desa sebesar 1/12 (satu per 
dua belas) dan i alokasi ADD bersumber dan i Dana 
Alokasi Umum. 

(4) Tahapan penyaluran ADD berdasarkan jenis dana 
perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b kepada masing-masing desa dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. Triwulan I maksimal sebesar 15% (lima belas per 
seratus) dan alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil 
Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan 
memperhatikan realisasi dana transfer yang diterima 
di Kas Daerah. 

b. Triwulan II dan III masing-masing maksimal sebesar 
20% (dua puluh per seratus) dan i alokasi ADD 
bersumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi 
Hasil Sumber Daya Alam dengan memperhatikan 
realisasi dana transfer yang diterima di Kas Daerah. 

c. Triwulan IV berdasarkan selisih antara realisasi 
penerimaan transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana 
Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dialokasikan 
sebagai ADD diterima di Kas Daerah dengan jumlah 
dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan 
II, dan triwulan III. 
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Pasal 8 

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi 
penerimaan ADD. 

(2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepada 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

(3) Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa. 

Pasal 9 

(1) Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 
dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dalam hal : 

a. Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi 
penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1); dan/atau 

b. Pemerintah daerah mendapatkan sanksi penundaan 
penyaluran Dana Perimbangan dan i pemerintah pusat. 

(2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa. 

(3) Penyaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah 
Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya dani 
pemerintah pusat telah diterima oleh pemerintah daerah. 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kotawaringin Barat melakukan pembinaan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Desa. 

(2) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan 
pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

(3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan Desa. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 29 Januari 2021 

BUPATI KOTAWARIN GIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 

dengan aslinya 
HUKUM, 

SH 
NIP:'i-94.26 199903 1 009 



LASIPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN RABAT 
NOMOR 3 TABUN 2021 
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DIM SZTIAP DESA 
TABUN ANGGARAN 2021 

RINCIAN ALOKASI DANA DISA TABUN ANGGARAN 2021 

62.01.01 KBCAMATAN ICUMM 
62.01.01.2001 Sungai Cabana 510.062.200,00 495.886.000,00 1.005.948.200,00 

62.01.01.2002 Teluk Pulai 510.062.200,00 460.414.000,00 970.476.200,00 

62.01.01.2003 Sabuai 510.062.200,00 168.177.000,00 678.239.200,00 

62.01.01.2004 Keraya 510.062.200,00 160.323.000,00 670.385.200,00 

62.01.01.2005 Teluk Bogarn 510.062.200,00 296.906.000,00 806.968.200,00 

62.01.01.2006 Sunaai Bakau 510.062.200,00 332.169.000,00 842.231.200,00 

62.01.01.2007 Kubu 510.062.200,00 718.651.000,00 1.228.713.200.00 

62.0101.2008 Sungai Kapitan 510.062.200,00 668.420.000,00 1.178.482.200,00 

62.01.01.2009 Batu Belaman 510.062.200,00 400.329.000,00 910.391.200,00 

62.01.01.2010 Sungai Tendang 510.062.200,00 277.172.000,00 787.234.200,00 
62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 510.062.200,00 583.418.000,00 1.093.480.200,00 
62.01.01.2015 Sungai Bedaun 510.062.200,00 384.619.000,00 894.681.200,00 

62.01.01.2017 Bumi Hari° 510.062.200,00 691.097.000,00 1.201.159.200,00 

62.01.01.2032 Pangkalan Satu 510.062.200,00 301.985.000,00 812.047.200,00 
62.01.01.2034 Sabuai Timur 510.062.200,00 140.850.000,00 650.912.200,00 

SUB TOTAL 7.650.933.000,00 6.080.416.000,00 13.731.349.000,00 

62.01.02 KBCAMATAN ABUT SELATAI4 
62.01.02.2001 Taniung Putri 510.062.200,00 129.758.000,00 639.820.200,00 

62.01.02.2004 Pasir Paniang 510.062.200,00 1.080.557.800,00 1.590.620.000,00 

62.01.02.2010 Rangda 510.062.200,00 203.474.000.00 713.536.200,00 

62.01.02.2011 Kenambui 510.062.200,00 296.132.000,00 806.194.200,00 

62.01.02.2012 Runtu 510.062.200,00 527,901.000,00 1.037.963.200,00 

62.01.02.2013 Umpang 510.062.200,00 604.206.000,00 1.114.268.200,00 

62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 510.062.200,00 233.125.000.00 743.187.200,00 

62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 510.062.200,00 449.424.000,00 959.486.200,00 

62.01.02.2016 Natai Raya 510.062.200,00 163.485.000,00 673.547.200,00 
62.01.02.2017 Medang Sari 510.062.200,00 246.027.000,00 756.089.200,00 
62.01.02.2018 Natai Baru 510.062.200,00 169.039.000,00 679.101.200,00 
62.01.02.2019 Tanjung Terantang 510.062.200,00 144.110.000,00 654.172.200.00 
62.01.02.2020 Sulung 510.062.200,00 297.856.000,00 807.918.200,00 

SUB TOT AL 6.630.808.600,00 4.545.094.800,00 11.175.903.400,00 

62.01.03 KBCAIKATAN KOTAWARINGIN LANA 
62.01.03.2001 Babual Baboti 510.062.200,00 244.374.000 00 754.436.200,00 
62.01.03.2002 Tempayung 510.062.200,00 232.621.000,00 742.683.200,00 
62.01.03.2003 Sakabulin 510.062.200,00 156.507.000,00 666.569.200,00 
62.01.03.2004 Kiniil 510.062.200,00 184.174.000,00 694.236.200,00 
62.01.03.2005 Dawak 510.062.200,00 213.940.000,00 724.002.200,00 

62.01.03.2006 Riarn Durietn 510.062.200,00 329.712.000,00 839.774.200,00 
62.01.03.2009 Lalang 510.062.200,00 198.334.000,00 708.396.200,00 
62.01.03.2010 Runaun 510.062.200,00 375.772.000,00 885.834.200,00 
62.01.03.2011 Kondang 510.062.200.00 192.688.000,00 702.750.200,00 
62.01.03.2012 Suka Java 510.062.200,00 214.224.000,00 724.286.200,00 
62.01.03.2013 Sukamakmur 510.062.200,00 236.321.000,00 746.383,200,00 
62.01.03.2014 Sumber Mukti 510.062.200,00 206.259.000,00 716.321.200,00 
62.01.03.2015 Palih Baru 510.062.200,00 220.586.000,00 730.648.200,00 
62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 510.062.200,00 268.816.000,00 778.878.200,00 
62.01.03.2017 Saau Suka Mulya 510.062.200.00 234.507.000,00 744.569.200,00 

SUB TOTAL 7.650.933.000,00 3.508.835.000,00 11.159.768.000,00 

62.01.04 ICECAMATAN ABUT UTARA 
62.01.04.2001 Nanga Mua 510.062.200,00 389.990.000,00 900.052.200,00 
62.01.04.2003 Sukarami 510.062.200 00 263.146.000,00 773.208.200,00 
62.01.04.2004 Gandis 510.062.200,00 344.752.000,00 854.814.200,00 
62.01.04.2005 Kerabu 510.062.200,00 283.372.000,00 793.434.200,00 
62.0 1 04.2006 Sambi 510.062.200.00 383.841.000,00 893.903.200,00 
62.01.04.2007 Penyombaan 510.062.200.00 487.092.000,00 997.154.200,00 
62.01.04.2008 Pandau 510.062.200,00 384.592.000,00 894.654.200,00 
62.01.04.2009 Riam 510.062.200,00 293.121.000,00 803.183.200,00 
62.01.04.2010 Panahan 510.062.200,00 560.691.00000 1.070.753.200,00 
62.01.04.2011 Sungai Dau 510.062.200,00 408.537.000,400 918.599.200,00 

SUB TOTAL 5.100.622.000,00 3.799.134.000,00 8.899.756.000,00 

62.01.05 KISCAMATAN PANGKALAN LADA 
62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 510.062.200,00 414.568.000,00 924.630.200,00 
62.01.05.2002 Pandu Saniaya 510.062.200,00 804.207.000.00 1.314.269.200,00 
62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 510.062.200,00 416.822.000,00 926.884.200,00 
62.01.05.2004 Makarti Jaya 510.062.200,00 223.893.000,00 733.955.200,00 
62.01.05.2005 Sumber ARLMR 510.062.200,00 392.986.000,00 903.048.200,00 
62.01.05.2006 Purbasari 510.062.200,00 391.270.000.00 901.332.200,00 
62.01.05.2007 Sungai Rangit Java 510.062.200,00 355.219.000,00 865.281.200,00 
62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 510.062.200,00 488.866.000,00 998.928.200.00 
62.01.05.2009 Kadipi Atas 510.062.200,00 191.323.000,00 701.385.200,00 
62.01.05.2010 Sungai Melawen 510.062.200,00 264.617.000,00 774.679.200,00 
62.01.05.2011 Pangkalan Durin 510.062.200,00 258.787.000,00 768.849.200,00 

SUB TOTAL 5.610.684.200,00 4.202.558.000,00 9.813.242.200,00 



KODE 
NAMA KECAMATAN / 

DESA 

ALOKASI DANA DESA ( ADD) 
KETERANGAN ADD 

MINIMAL 
ADD 

PROPORSIONAL 
JUMLAH 

1 2 a 4 5 = 3 + 4 6 

62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 

62.01.06.2001 Pangicalan Banteng 510.062.200,00 797.589.000,00 1.307.651.200,00 

62.01.06.2002 Mulya Jadi 510.062.200,00 220.537.000,00 730.599.200,00 

62.01.06.2003 Karang Mulya 510.062.200,00 481.595.000,00 991.657.200,00 

62.01.06.2004 Kebun Agung 510.062.200,00 200.193.000,00 710.255.200,00 

62.01.06.2005 Sidomulyo 510.062.200,00 232.563.000,00 742.625.200,00 

62.01.06.2006 Marga Mulya 510.062.200,00 221.118.000,00 731.180.200,00 

62.01.06.2007 Amin Jaya 510.062.200,00 478.47,4.000,00 988.541.200,00 
62.01.06.2008 Arga Mulya 510.062.200,00 506.29 .000,00 1.016.357.200,00 
62.01.06.2009 Natal Kerbau 510.062.200,00 222.06 .000,00 732.123.200,00 
62.01.06.2010 Simpang Berambai 510.062.200,00 253.72 .000,00 763.787.200,00 
62.01.06.2011 Sungai Hijau 510.062.200,00 530.08 .000,00 1.040.146.200,00 

62.01.06.2012 Sungai Pakit 510.062.200,00 253.603.000,00 763.665.200,00 

62.01.06.2013 Berambai Malunur 510.062.200,00 177.287.000,00 687.349.200,00 
62.01.06.2014 Karang Sari 510.062.200,00 171.149.000,00 681.211.200,00 
62.01.06.2015 Sungai Pulau 510.062.200,00 170.150.000,00 680.212.200,00 
62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 510.062.200,00 298.224.000,00 808.286.200,00 
62.01.06.2017 Sungai Kuning 510.062.200,00 192.669.000,00 702.731.200,00 

SUB TOTAL 8.671.057.400,00 5.407.321.000,00 14.078.378.400,00 

TOTAL 41.315.038.200,00 27.543.358.800,00 68.858.397.000,00 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

TTD 

NURHIDAYAH 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

NO Kecamatan / Desa BOBOT DESA 
ALOKASI DANA DESA ( ADD) 

JUMLAH KETERANGAN 
ADDM ADDP 

1 2 3 4 5 = 3 x Pag'u ADDP 6 = 4 + 5 6 
1. Kecamatan Arut Selatan 

1 Pasir Panjang 0,03923 510.062.200,00 1.080.557.800,00 1.590.620.000,00 
2 Kumpai Batu Atas 0,01632 510.062.200,00 449.424.000,00 959.486.200,00 
3 Kumpai Batu Bawah 0,00846 510.062.200,00 233.125.000,00 743.187.200,00 
4 Natai Raya 0,00594 510.062.200,00 163.485.000,00 673.547.200,00 
5 Rangda 0,00739 510.062.200,00 203.474.000,00 713.536.200,00 
6 Kenambui 0,01075 510.062.200,00 296.132.000,00 806.194.200,00 
7 Umpang 0,02194 510.062.200,00 604.206.000,00 1.114.268.200,00 
8 Tanjung Putri 0,00471 510.062.200,00 129.758.000,00 639.820.200,00 
9 Runtu 0,01917 510.062.200,00 527.901.000,00 1.037.963.200,00 
10 Medang Sari 0,00893 510.062.200,00 246.027.000,00 756.089.200,00 
11 Natai Baru 0,00614 510.062.200,00 169.039.000,00 679.101.200,00 
12 Tanjung Terantang 0,00523 510.062.200,00 144.110.000,00 654.172.200,00 
13 Sulung 0,01081 510.062.200,00 297.856.000,00 807.918.200,00 

Sub total 0,16502 6.630.808.600,00 4.545.094.800,00 11.175.903.400,00 

2. Kecamatan Kumai 
1 Sungai Tendang 0,01006 510.062.200,00 277.172.000,00 787.234.200,00 
2 Batu Belarnan 0,01453 510.062.200,00 400.329.000,00 910.391.200,00 
3 Sungai Kapitan 0,02427 510.062.200,00 668.420.000,00 1.178.482.200,00 
4 Kubu 0,02609 510.062.200,00 718.651.000,00 1.228.713.200,00 
5 Sungai Bakau 0,01206 510.062.200,00 332.169.000,00 842.231.200,00 
6 Teluk Bogam 0,01078 510.062.200,00 296.906.000,00 806.968.200,00 
7 Keraya 0,00582 510.062.200,00 160.323.000,00 670.385.200,00 
8 Sabuai 0,00611 510.062.200,00 168.177.000,00 678.239.200,00 
9 Teluk Pulai 0,01672 510.062.200,00 460.414.000,00 970.476.200,00 



NO Kecamatan / Desa BOBOT DESA 
ALOKASI DANA DESA ( ADD ) 

JUMLAH KETERANGAN 
ADDM ADDP 

1 2 3 4 5 = 3 x Pagu ADDP 6 = 4 + 5 6 

10 Sungai Cabang 0,01800 510.062.200,00 495.886.000,00 1.005.948.200,00 

11 Sungai Sekonyer 0,02118 510.062.200,00 583.418.000,00 1.093.480.200,00 

12 Sungai Bedaun 0,01396 510.062.200,00 384.619.000,00 894.681.200,00 

13 Bumi Harjo 0,02509 510.062.200,00 691.097.000,00 1.201.159.200,00 

14 Pangkalan Satu 0,01096 510.062.200,00 301.985.000,00 812.047.200,00 

15 Sebuai Timur 0,00511 510.062.200,00 140.850.000,00 650.912.200,00 

Sub total 0,22076 7.650.933.000,00 6.080.416.000,00 13.731.349.000,00 

3. Kec. Kotawaringin Lama 
1 Lalang 0,00720 510.062.200,00 198.334.000,00 708.396.200,00 

2 Rungun 0,01364 510.062.200,00 375.772.000,00 885.834.200,00 

3 Kondang 0,00700 510.062.200,00 192.688.000,00 702.750.200,00 

4 Riam Durian 0,01197 510.062.200,00 329.712.000,00 839.774.200,00 

5 Dawak 0,00777 510.062.200,00 213.940.000,00 724.002.200,00 

6 Sukajaya 0,00778 510.062.200,00 214.224.000,00 724.286.200,00 

7 Kinjil 0,00669 510.062.200,00 184.174.000,00 694.236.200,00 

8 Sakabulin 0,00568 510.062.200,00 156.507.000,00 666.569.200,00 

9 Tempayung 0,00845 510.062.200,00 232.621.000,00 742.683.200,00 

10 Baboal Baboti 0,00887 510.062.200,00 244.374.000,00 754.436.200,00 

11 Sumber Mukti 0,00749 510.062.200,00 206.259.000,00 716.321.200,00 

12 Suka Makmur 0,00858 510.062.200,00 236.321.000,00 746.383.200,00 

13 Ipuh Bangun Jaya 0,00976 510.062.200,00 268.816.000,00 778.878.200,00 

14 Palih Baru 0,00801 510.062.200,00 220.586.000,00 730.648.200,00 

15 Sagu Suka Mulya 0,00851 510.062.200,00 234.507.000,00 744.569.200,00 

Sub total 0,12739 7.650.933.000,00 3.508.835.000,00 11.159.768.000,00 

4. Kecamatan Arut Utara 
1 Nanga Mua 0,01416 510.062.200,00 389.990.000,00 900.052.200,00 

2 Sukarami 0,00955 510.062.200,00 263.146.000,00 773.208.200,00 

3 Gandis 0,01252 510.062.200,00 344.752.000,00 854.814.200,00 

4 Kerabu 0,01029 510.062.200,00 283.372.000,00 793.434.200,00 

5 Sambi 0,01394 510.062.200,00 383.841.000,00 893.903.200,00 

6 Penyombaan 0,01768 510.062.200,00 487.092.000,00 997.154.200,00 

7 Pandau 0,01396 510.062.200,00 384.592.000,00 894.654.200,00 

8 Riam 0,01064 510.062.200,00 293.121.000,00 803.183.200,00 



NO Kecamatan / Desa BOBOT =SA 
ALOKAS1 DANA DMA ( ADD ) 

JUMLAH KETERANGAN 
ADDM ADDP 

1 2 3 4 5 = 3 x Pagu ADDP 6=4+5 6 
9 Panahan 0,02036 510.062.200,00 560.691.000,00 1.070.753.200,00 
10 Sungai Dau 0,01483 510.062.200,00 408.537.000,00 918.599.200,00 

Sub total 0,13793 5.100.622.000,00 3.799.134.000,00 8.899.756.000,00 

5. Kec. Pangkalan Lada 
1 Pandu Sanjaya 0,02920 510.062.200,00 804.207.000,00 1.314.269.200,00 
2 Pangkalan Tiga 0,01505 510.062.200,00 414.568.000,00 924.630.200,00 
3 Lada Mandala Jaya 0,01513 510.062.200,00 416.822.000,00 926.884.200,00 
4 Makarti Jaya 0,00813 510.062.200,00 223.893.000,00 733.955.200,00 
5 Sumber Agung 0,01427 510.062.200,00 392.986.000,00 903.048.200,00 
6 Purbasari 0,01421 510.062.200,00 391.270.000,00 901.332.200,00 
7 Sungai Rangit Jaya 0,01290 510.062.200,00 355.219.000,00 865.281.200,00 
8 Pangkalan Dewa 0,01775 510.062.200,00 488.866.000,00 998.928.200,00 
9 Kadipi Atas 0,00695 510.062.200,00 191.323.000,00 701.385.200,00 
10 Pangkalan Dunn 0,00940 510.062.200,00 258.787.000,00 768.849.200,00 
11 Sungai Melawen 0,00961 510.062.200,00 264.617.000,00 774.679.200,00 

Sub total 0,15258 5.610.684.200,00 4.202.558.000,00 9.813.242.200,00 

6. Kec. Pangkalan Banteng 
1 Pangkalan Banteng 0,02896 510.062.200,00 797.589.000,00 1.307.651.200,00 
2 Karang Mulya 0,01748 510.062.200,00 481.595.000,00 991.657.200,00 
3 Kebun Agung 0,00727 510.062.200,00 200.193.000,00 710.255.200,00 
4 Sido Mulyo 0,00844 510.062.200,00 232.563.000,00 742.625.200,00 
5 Marga Mulya 0,00803 510.062.200,00 221.118.000,00 731.180.200,00 
6 Amin Jaya 0,01737 510.062.200,00 478.479.000,00 988.541.200,00 
7 Arga Mulya 0,01838 510.062.200,00 506.295.000,00 1.016.357.200,00 
8 Mulya Jadi 0,00801 510.062.200,00 220.537.000,00 730.599.200,00 
9 Natai Kerbau 0,00806 510.062.200,00 222.061.000,00 732.123.200,00 
10 Simpang Berambai 0,00921 510.062.200,00 253.725.000,00 763.787.200,00 
11 Sungai Hijau 0,01925 510.062.200,00 530.084.000,00 1.040.146.200,00 
12 Sungai Bengkuang 0,01083 510.062.200,00 298.224.000,00 808.286.200,00 
13 Sungai Kuning 0,00700 510.062.200,00 192.669.000,00 702.731.200,00 
14 Sungai Pakit 0,00921 510.062.200,00 253.603.000,00 763.665.200,00 
15 Sungai Pulau 0,00618 510.062.200,00 170.150.000,00 680.212.200,00 
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BUPATI KOTAWARINGIN BAFtAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

NO Kecamatan / Desa BOBOT DESA 
ALOKASI DANA DESA ( ADD) 

J'(JMLAH KETERANGAN 
ADDM ADDP 

1 2 3 4 5 = 3 x Pagu ADDP 6 = 4 + 5 6 
16 Karang Sari 0,00621 510.062.200,00 171.149.000,00 681.211.200,00 

17 Berambai Makmur 0,00644 510.062.200,00 177.287.000,00 687.349.200,00 
Sub total 0,19632 8.671.057.400,00 5.407.321.000,00 14.078.378.400,00 

TOTAL 1,00000 41.315.038.200,00 27.543.358.800,00 68.858.397.000,00 

URAIAN JUMLAH 

Pagu ADD 68.858.397.000,00 

Jumlah Desa 81 

Pagu ADDM = Pagu ADD x 60 % 41.315.038.200,00 

Pagu ADDM Per Desa = Pagu ADDM/Jumlah Desa 

(Pembulatan) 

510.062.200,00 

Pagu ADDP = Pagu ADD x 40% 27.543.358.800,00 
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